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BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis 

maka dapat disimpulkan, bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

telah menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 huruf e 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu memberikan saran dan pertimbangan 

terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat di bidang impor bawang. 

Peranan tersebut ditunjukkan antara lain dengan telah dikeluarkannya saran 

dan pertimbangan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang juga 

telah didahului dengan melakukan kajian atau penelitian terlebih dahulu terhadap 

kebijakan pemerintah yang akan diberikan saran dan pertimbangan tersebut. Selain 

melakukan kajian atau penelitian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

juga melakukan Focus Group Disscussion(FGD) dan penelitian langsung ke 

lapangan. 

Namun demikian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam 

menjalankan tugas memberikan saran dan pertimbangan mengalami kendala-

kendala. Kendala yang dialami KPPU tersebut seperti: 
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1. Saran dan pertimbangan yang diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha (KPPU) sifatnya sukarela. Hal ini yang menyebabkan rekomendasi 

yang diberikan oleh KPPU dalam bidang impor bawang belum efektif. 

2. Dalam pemberian saran dan pertimbangan kewenangan yang diberikan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kepada KPPU dianggap kurang 

mendukung tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut, hal ini 

yang menyebabkan KPPU mengalami kendala dikarenakan kurangnya data 

pendukung disebabkan karena meskipun KPPU berwenang untuk meminta 

keterangan, data dan informasi dari instansi atau pihak terkait, namun sampai 

sekarang belum terjalin kerjasama yang baik antara KPPU dengan instansi 

pemerintah sehingga KPPU mengalami kesulitan dalam hal meminta 

keterangan, data, dan informasi dalam rangka pemberian saran dan 

pertimbangan yang menjadi tugas dari KPPU. 

 

B. SARAN 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang dapat ditarik terkait dengan 

peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi kebijakan 

pemerintah di bidang impor bawang maka saran yang dapat penulis berikan 

berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang diberikan 

wewenang untuk menegakkan hukum persaingan usaha menurut Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka sebaiknya diberikan wewenang yang lebih 
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kuat. Sehingga, dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk 

memberi saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang 

berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 

sebagaimana diatur dalam pasal 35 huruf e. Pada akhirnya diharapkan dengan 

adanya pemberian wewenang yang lebih kuat maka diharapkan saran dan 

pertimbangan yang diberikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

kedepannya dapat lebih efektif dan harapannya mampu mendorong terjadinya 

perbaikan kinerja di sektor ekonomi. 

2. Dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang sedang berlangsung 

di DPR-RI maka sudah sepatutnya kedudukan atau status kelembagaan Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

diperjelas di dalam Undang-Undang yang baru tersebut. Sehingga, pada 

akhirnya dengan jelasnya status kelembagaan yang dimiliki oleh KPPU maka 

diharapkan pada optimalnya pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya serta 

dapat terjalin kerjasama yang baik antara KPPU dengan instansi pemerintah 

lainnya. 

3. KPPU harus terus meningkatkan kerjasama dalam bentuk Memorandum Of 

Understanding (MOU) dengan instansi-instansi terkait lainnya tidak hanya 

dengan yang ada di pemerintahan pusat saja tetapi dengan pemerintahan yang 

ada di daerah bahkan hingga otoritas persaingan usaha di luar negeri. 

Sehingga, dengan terjalinnya kerjasama yang baik dengan banyak pihak akan 
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membantu KPPU dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang telah 

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.   
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